
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAI,INAN
KXPUTUSAN MENTERI PERI]NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KIPAI/. BADAN PIRENCAN  N PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.22 / M.PPN / TIK/ 02 / 20 18

1}]MANG
PIMBENI'T-IKAN'I'IM KOORI)INASI SIRA'I}]GIS PENGH,OLAAN PENDANAAN

IIIBAI{ I,T]AR NEG}]RI I]NruK PI]NANGGT]I.ANGAN BENCAN 
DAIAM INDONT:SIA DISAS'IER T'T]ND

MXNN]RI PT]RTNCANAAN P}]MBANGTJNAN NASIONAI,/
KIPAI-A BAI)AN P}]RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Meninrbang a. bahwa dalanr rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama

antata Penrerintah dan trtitra pembangunan dalant

penanggulangatr betrcana dan upaya pengurangan risiko

berrcana yang bersuntber dari pendanaan dari negara/lentbaga

donor, diperlukan peningkatan koordinasi pendanaan melalui

rrrekanisrne yanS cepat dinrobilisasi, fleksibel, transparan dan

akuntabeI bersatna dengan ketrtente rian / lentbaga terkait;

b. bahwa berclasarkan pertirnbal.tgan sebagaimana dinuksud
dalar.rr huruf a, perlu rrtelaksanakan kegiatan koordinasi

strateSis pengelolaan pndanaan hibah luar tregeri ut.ttuk

penanggulangan bencana dalant Indonesia Disaster Fund (IDF).

c. bahwa lrerdasarkau pertintbangan sebagaintana dinuksud
dalam huruf b, pellu urentbetrtuk Tim Koordinasi Strategis

Pengelolaan Pendanaatt Hibah Lual Negeri untuk

Perranggulangan Bencana dalant Indonesia Disaster Fund,

d. bahwa pejabat rlan pegawai yal18 narllanya tercatrtunl dalanl

Iar.npilarr Keputusan ini dianggap ntanrptr datr memetruhi

persyal'atan untuk duduk dan ntelaksanakan tugas sebagai

anSSota Tirn Koordir.tasi StrateSis Pengelolaarl Pendanaatl Hibah

Luar NeSeri untuk Penanggulatrgan Bencana dalant Indonesia

Disaster Funcl,

MenSlnSat : .. .



MenElnEat

Menetapkan

t. Und4rr5-1jndarl5 Nomot 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233, Tambahan l*ntbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6138);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 TahLtn 2O73 tentangTata Cara
Pelakanaan Angg aran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2OI5-
201.9;

4. Perat:/tan Presiden Nonlor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun ZO|S tentang
Kenrenterian P erenc anaan pembangunan Nasional;

6. Peratvran Presiden Nontor 66 Tahun 2O1S tentang Bad,an
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Petatvran Presiden Nomor 79 Tahun 2077 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2Ol8;

8. Peraturan Menteri perencanaan pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanan Pentbangunan Nasional/Badan perencanaan
Pembangunan Nasional sr-bagaintana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional,/Kepala
Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2077;

9. Peraturan Menteri perencanaan pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor s
Tahw 2016 tentang perenc anaan, pelaksanaan, pelaporan,,
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STTATTGIS PENGELOTAAN PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM INDONESA
DISASIER FUND.

PERTAMA: ...
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KEDUA

-. u.-.Laa+.rlz ri,l.r Kutrdinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan

Hlbah L;rar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam
Indonesia Disaster Fund untuk selanjutnya disebut Tint Koordinasi
Strategis IDf, dengan susunan keanggotaan sebag,aimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim Koordinasi Strategis IDF terdiri atas Tim pengarah,

Penanggung Jawab, Tim Pelaksan a danTenaga pendukung.

: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebljakan, nrengawasi,
menrbinrbing, dan mentantau kemajuan dan memberi saran
pe.mec ahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

: Penanggung Jawab befiugas:

a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim
Pelaksana; dan

b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Tim pelaksana.

: Tim Pelaksana bertugas:

a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi
Strategis IDF;

b. nrenyusun konsep progrant/kegiatan pengelolaan pendanaan
Hibah Luar Negeri untuk penanggulangan Bencana dalam lDF;

c. nrelakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalanr
pelaksanazn program/kegiatan pengelolaan pendanaan Hrbah
Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam IDF;

d. melakukan koordinasi Wrcncanaan dan pe.netapan alokasi dana
dan persetujuan pe.nyaluran anggaran tahunan program;

e. nrelakukan Wmantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan pend,anaan Hlbah
Luar Negeri untuk penanggulangan Bencana dalam IDF
bersama-sanu dan melaporkannya kepada penanggung 

Jawab;
dan

f. menyusun dan menyampalkan laporan hasil kegiatan Tim
Koordinasi Strategis IDF kepada Tim pengarah melalui
P enanggung J a$t ab Kegiatan.

i Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana dalanr
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Tim Pelaksana.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAIV

KETUJUH: ..
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Kf,TLU LIH Jegala biaya yalS dipcrlukan dalam rangka pelaksanaan trrgas Tirrt
Koordinasi Strategis IDF dibebankan pada Anggaran Pendapalan
dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran
2078.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 2018.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunt,

?
RR. Rita Elawati

nd

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal 20 Februai 2018



SAI,INAN
TAMPIRAN
KEPUruSAN AiIENTERI PPN,/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.22 / M.WN /Hw 02 / 20 78
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI

T]NTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM INDONESIA DISASTER ruND

c.

A. TIMPENGARAH

Ketua
Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

TIM PETAKSANA

Ketua

Ar18gota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris Kementerian ppN/Sekretaris Utanu
Bappenas.

Deputi Bidang pengembangan Regional,
Kementerian PpN/Bappenas.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kedeputian Bidang pergembangan
Regional, Kementerian ppN/Bappenas.

1. Direktur pendanaan Ltar Negeri
Multilateral, Kementerian ppN/Bappenai;

2. Direktur Pend,anaan Luar Negeri Bilateral,
Kementerian ppN/Bappenas;

3. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional
Penanggulangan Benc ana;

4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasanta, Badan
Nasional Penalggulangan Bencana

5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat
Jenderal Pengelolaan pentbiayaan d,an
Risikq Kementerian Keuangan;

6. Direktur Pemulihan dan pening,katan Sosial
Ekonomi, Badan Nasional pena4ggulangan
Bencana;

7 . Dr. Ir. Suprayqga Hadi, MSp, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat
Daerah Tertirggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

9. Arief ...



a

9. Arief Witoyudo, S.Konr, Mr, Mpp,
Direktorut Daerah Tertinggal, Transmigrasi,
dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

1O. Diah lcnggqeni, S! M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

1 I . Ir. Kuswiyallto, M.Si, Direktorat Daerah
Tertirggal, Transntigrasi, dan Perdesaan,
Kementerian PPN/ Bappenas;

12. tu. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transntigrasi, dan
Perdesaan, Kenlenterian PPN/Bappenas;

i 3. Tasliman Solihin, S! MR Direktorat Daerah
TertirTggal, Transmigrasi, dan perdesaan,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

74. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA,
Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi,
dan Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

1 5. Rayi Paramita, SR MT, Direktorat Daerah
Tertinggal, Transmigrasi, dan perdesaan,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

16. Aruminirngsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah
Tertinggal, Transmftrasi, dan perdesaan,

Kenlenterian PPN/Bappenas;

17. Etna Gustina Norrista, Sp, M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

18. Syifaa Tresnaningrum, S! M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

19. Andhika Nzal Pramudia, SE, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian ppN/Bappenas;

20. Dwita Widyaningsih, S! Direktorat Daerah
Tertinggal, Transmigrasi, dan perdesaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...
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D, IENAGAPENDUKUNC I. Ade Nurani Sandayus, Kementerian ppN,/
Eapwnas;

2. Mfta Berlian, Kementerian PPN,/Bappenas;

3. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI"{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

zr---
RR. Rita Erawati


